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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Kantor 
Urusan Agama dalam Meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan 
Parangloe, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 
menggambarkan keadaan tertentu terkait kinerja Kantor Urusan Agama dalam 
Meminimalisir pemikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe penelitian ini 
berencana untuk memperoleh gambaran total suatu hal dari sudut pandang 
manusia. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe Penelitian Deskriptif yaitu 
penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalahTingkat 
perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe. 

Hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Parangloe 
bahwasanya terdapat 9 kasus, 2 kasus pada tahun 2019, 4 kasus pada tahun 2020, 
dan 3 kasus pada tahun 2021. Bagi pihak KUA Kecamatan Parangloe agar dalam 
upaya menanggulangi dan mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di 
Kecamatan Parangloe dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan­ 
kegiatan atau yang fokus membahas tentang perkawinan di bawah umur dan 
sosialisasi Undang-Undang Perkawinan yang secara berkala dan terprogram 
dengan baik dan terorganisir serta perlunya menggandeng berbagai lembaga­ 
lembaga atau ormas-ormas baik swasta maupun pemerintahan guna bersama-sama 
menanggulangi hal tersebut. 

Kata kunci ; Kinerja pegawai, KUA, Pemikahan di bawah umur. 

Akbar. lhyani Malik. M. Amin. 2021. Kinerja Kantor Urusan Agama Dalam 
Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Parangloe 
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secara prinsip mereka setuju bahwa kinerja mengarah pada suatu usaha yang 

mengenai istilah kinerja dan semua memiliki pandangan yang agak berbeda, tetapi 

redaksional penyampaiannya saja. Banyak batasan yang diberikan oleh para ahli 

kinerja memiliki pengertian yang sama. Perbedaannya hanyalah terletak pada 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya 

sebagai hasil kerja, tetapijuga bagaimana proses kerja berlangsung. 

Wibowo kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya menyatakan 

seseorang dalam melaksanakan tugas. Pendapat tersebut dilengkapi oleh pendapat 

berhasil. Lawler dan Porter merumuskan pula defenisi kinerja adalah kesuksesan 

kunci yang harus berfungsi secara efektif agar organisasi secara keseluruhan dapat 

tersebut. Sementara itu, Stooner dan Freeman mengemukakan, kinerja adalah 

tanda keberhasilan suautu organisasi dan orang-orang yang ada dalam organisasi 

disebut performance.kinerja memiliki banyak defenisi Kinerja selalu merupakan 

Kinerja sendiri artinya sama dengan prestasi atau dalam Bahasa Inggris 

melalui perencanaan strategis suatu organisasi. 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan 

istilah performansi. Pengertian kinerja a1au performance merupakan gambaran 

kinerja 1erjemahan dari performance. Karena itu istilah kinerja juga sama dengan 

Kinerja lembaga berasal dari dua kata yaitu kinerja dan lembaga. Istilah 

A. Latar Belakang 

PENDAHULUAN 

BABI 

I 

i; 



Pernikahan di bawah umur merupakan peristiwa yang sudah dianggap wajar 

oleh sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi, perkawinan di bawah umur bisa 

menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. 

Di Indonesia sendiri kasus perkawinan anak di bawah umur bukan merupakan 

persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelakunya 

tidak hanya di pedalaman, namunjuga terjadi di kota besar. 

dilakukan dalam rangka mencapai prestasi yang lebih baik. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kinerja lembaga adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 

lembaga dalam rangka untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Baik berupa hasil 

kerja maupun prosesnya. 

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak kementerian Agama dalam 

melayani masyarakat dibidang keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) 

memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat sekaligus mempunyai peran stategis 

dalam kehidupan masyarakat. Kantor urusan agama merupakan bagian dari unsur 

pelaksanaan sebagian tugas kementerian agama yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat diwilayah kecamatan. 

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 

34 Tahun 2016, bahwa kantor urusan agama bertugas melaksanakan sebagian 

tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota di bidang Urusan Agama. 

keberadaan KUA yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama yang 

memerlukan pelayanan di bidang urusan agama Islam, seperti yang dijelaskan 

dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi 

Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan salah satunya tentang pernikahan. 
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Perkawinan yang diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan 

usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.I 

Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan 

itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah berusia 16 

(Enam belas) tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap 

perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya belum berusia 19 tahun 

atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai "Perkawinan dibawah 

umur ". Bagi perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan pada 

hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 

81 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002, Bahwa anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (Delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak juga termasuk 

anak yang masih dalam kandungan,apabila melangsungkan perkawinan tegas 

dikatakan adalah perkawinan dibawah umur, bagi mereka yang ingin menikah 

tetapi belum memenuhi syarat umur minimal maka harus meminta izm 

"dispensasi nikah" kepada pengadilan atau pejabat yang bersangkutan. 

Pada dasarnya, dispensasi perkawinan merupakan pernikahan yang terjadi 

dimana calon istri dan suami atau salah satu calon yang akan melangsungkan 

pernikahan belum mencapai pada batas usia minimal, tepatnya batas usia minimal 

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974. Dengan 

demikian, pengadilan dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan 

alasan tertentu, khususnya adanya pertimbangan yang dimaksudkan apabila tidak 

segera dilangsungkan pernikahan tersebut dikhawatirkan terjadi perbuatan­ 

perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek 
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Namun akhirnya disepakati batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 

masing-masing berumur 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara 

sah. Seperti tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 

menyebutkan " Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 tahun".(Samdysara, 2020) 

Dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang pernikahan di bawah 

umur yang awalnya memperbolehkan menikah pada laki-laki umur 19 tahun dan 

perempuan 16 tahun berubah menjadi laki-laki dan perernpuan hams rnasing­ 

rnasing berurnur 19 tahun secara tidak langsung akan menarnbah terjadinya 

pemikahan di bawah umur yang terjadi di beberapa wilayah termasuk di wilayah 

Kecamatan Parangloe. Data pernikahan di bawah umur mulai dari di 

berlakukannya Undang-undang baru tersebut di temukan 9 pasangan yang 

rnenikah di bawah umur rnulai dari akhir tahun 2019 terdapat 2 kasus, tahun 2020 

terdapat 4 kasus, dan 3 kasus sarnpai pada Desernber 2021. 

positif diberikannya dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai tersebut agar 

tehindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama maupun hukum yang 

berlaku.(Hanafi, 2011) 

Setelah dibahas secara intensif, akhirnya revisi terbatas dalam Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait aturan batas usia 

minimal pernikahan resmi disetujui menjadi Undang-Undang sesuai amanat 

putusan Mahkamah konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 

2018. 
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Dalam kaitan ini yang dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama adalah 

melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pegawai pencatat nikah, 

melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melakukan pembinaan kehidupan 

beragama islam di desa. PPN merupakan aparat yang menentukan suksesnya 

pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, karena di samping sebagai pelaksana 

langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan NTCR pada 

KUA kecarnatan, juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah 

keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut menjadikan KUA harus 

semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan. Peran KUA dalam 

meminimalisr dan mencegah terjadinya pemikahan dini yaitu melalui cara 

memeriksa semua persyaratan yang haris dipenuhi oleh calon pengantin untuk 

melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dengan cara memberikan pembinaan ceramah-ceramah tentang 

perkawinan untuk menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat terkait Undang­ 

undang pernikahan. 

Dengan maraknya pergaulan bebas yang terjadi di Kecamatan Parangloe 

yang mengakibatkan pernikahan di bawah umur maka peranan orang tua, 

masyarakat dan Kantor Urusan Agama sangat diperlukan dalam mengantisipasi 

pernikahan tersebut, tidak hanya itu faktor ekonomi juga dapat menyebabkan 

pemikahan di bawah umur demi mengurangi beban ekonomi keluarga. 

Masyarakat Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa yang penduduknya 

mayoritas beragama Islam, sering dijumpai pemikahan yang dilangsungkan di 

bawah umur berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Hal tersebut 
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disebabkan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala 

rumah tangga atau tidak memahami apa arti dan tujuan pernikahan yang mereka 

langsungkan itu. 

Masalah tersebut sangat penting untuk dikaji lebih jauh mengingat peranan 

Kantor Urusan Agama harus jelas mencermati dan mempertimbangkan baik dari 

kematangan psikologi, kesehatan, materi maupun pendidikan, agar pernikahan di 

bawah umur seperti banyak di desa-desa pada umumnya dan di Kecamatan 

Parangloe Kabupaten Gowa pada khususnya yang mempunyai dampak negatif 

dapat teratasi. 

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian di 

Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa sekaligus untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan perkawinan di bawah urnur dan berdasarkan hasil wawancara 

singkat dengan kepala KUA Kecamatan Parangloe bahwasanya telah terjadi 

banyak kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe dan karena dari 

hal itu pula, peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana kinerja KUA 

Kecamatan Parangloe dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang 

perkawinan, yaitu memberikan pemahaman dan sosialisasi aturan-aturan atau 

syarat-syarat dari sebuah perkawinan dalam upaya meminimalisir pernikahan di 

bawah umur. 

Berdasarkan hal-hal itu penulis mengadakan penelitian terhadap KINERJA 

KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI 

BAWAH UMUR DI KECAMATAN PARANGLOE (Study kasus di Kecamatan 

Parangloe Kabupaten Gowa). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, adapaun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Kantor Urusan Agama dalam 

Meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, adapun tujuan peneliti adalah 

untuk mengetahui Kinerja Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir 

pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitan ini sebagai berikut: 

1. Di harapkan agar dapat menjadi bahan informasi bagi seluruh elemen 

masyarakat bahwa begitu pentingnya pembatasan umur bagi orang yang 

akan melangsungkan pernikahan. 

2. Untuk memberikan motivasi sekaligus bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. 
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No Nama Judul skripsi Metode Hasil Penelitian 
Peneliti Penelitian 

1 Haris Peran Kantor Kualitatif a. Kantor Urusan 
Hidayatulloh Urusan Agama Agama melakukan 
& (KUA) dalam sosialisasi tentang 
Muhammad rnengurangi pentingnya pencatatan 
Ashar perkawinan di pemikahan dan 
Muchlis(201 bawah tangan dampak buruknya 
8) (Studi kasus di terhadap keluarga, 

KUA Kecamatan terutama ibu dan anak 
Tembelang melaluli seminar- 
Kabupaten seminardan 
Jombang) pengajian- pengajian 

yang diadakan oleh 
Departemen Agama 
rnelalui 
perwakilannya di 
Kecamatan. 

b. Kantor Urusan 
Agama melakukan 
penyuluhan- 
penyuluhan 
Pencatatan 
Pernikahan dan 
Keluarga Bahagia 
yang dilakukan oleh 
Badan Penasehat 
Perkawinan (BP4) di 
Kantor Urusan 

Matriks penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: 

penelitianuntuk rnenganalisa perbedaan atau persamaan dalam penelitian. 

Penelitian terdahulu dijadikan acuan atau referensi sebagai pembeda dalam 

A. Penelitian Terdahulu 

LANDASAN TEORI 

BAB II 



penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah objek penelitian. Pada penelitian ini 

kerja yang digunakan. Selain variabel penilaian lainnya yang membedakan 

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu variable penilaian 

Table I Penelitian Terdahulu 

Agama kepada calon 
pengantin dan 
wali.(Muchlis, 2018) 

2 Faturrohman Peran Kantor Kualitatif a.Indikasi laju 
(2013) Urusan Agama perkembangan 

(KUA) pemikahan di bawah 
umur dari tahun 2011- 

Dalam Menangani 2012 mengalami 
Pernikahan di peningkatan 
Bawah Umur di b.faktor penyebab 
Kecamatan pemikahan di bawah 
Widasari umur yang paling 
Kabupaten dominan adalah hamil 
Indramayu sebelum 

menikah.(Fathurrohm 
an, 2013) 

3 Maulana Peran kantor Kualitatif Peran pegawai KUA 
Muzaki urusan agama dalam meminimalisir 
Fataw (2018) (KUA) dalam pemikahan dini di 

meminimalisir Kecamatan Mranggen 
pemikahan di sudah baik yaitu 
bawah umur dengan melakukan 
(Studi kasus di pembinaan terhadap 
KUA Kecamatan calon pengantin, 
Mranggen sosialisasi, 
Kabupaten penyuluhan terhadap 
Demak) remajadan 

masyarakayt umum 
tentang batas usia 
perkawinan yang 
telah di atur Undang- 
undang No. I Tahun 
1974(Fatawa et al., 
2018) 
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objek yang digunakan adalah berfokus pada Kinerja Kantor Urusan Agama 

(KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan 

Parangloe. 

B. Konsep dan Teori 

1. Teori Kinerja Organisasi 

Konsep kinerja dapat didefenisikan sebagai tingkat pencapaian basil. 

K.inerja merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan tertentu dari suatu oraganisasi. Penilaian kinerja sangat penting 

dikakukan karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi 

dalam mencapai tujuannya. 

Menurut Keban (2004) kinerja merupakan terjemahan dari ''performance" 

yang sering diartikan sebagai penampilan, unjuk rasa atau prestasi. K.inerja 

merupakan tingkat pencapain tujuan organisasi secara berkesinambungan, 

sedangkan menurut Mahsun (2006) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam 

strategic planning suatu organisasi. 

Dari beberapa pendapat diatas, maka konsep suautu kinrja adalah gambaran 

mengenai pencapaian oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi dalam 

pelaksanaan kegiatan, program, serta kebijaksanaan guna mewujudkan visi, misi, 

dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelurnnya. 

Kinerj a oraganisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerj a suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya yang dipengaruhi oleh sumber daya yang 
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dimiliki oleh organisasi tersebut. Sumber daya yang dimkasud dapat berupa fisik 

seperti sumber daya manusia maupun nonfisik seperti peraturan, informasi dan 

kebijakan. Konsep kinerja organisasi juga menggambarkan bahwa setiap 

organisasi publik memberikan pelayan kepada masyarakat dan dapat dilakukan 

pengukuran kinerjanya dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada 

untuk melihat apakah organisasi tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan 

baik dan untuk mengetahui tujuannya sudah tercapai atau belum. 

Dalam suatu oraganisasi penilaian kinerja terhadap organisasi merupakan 

hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan antara kinerja dan penilaian kinerja 

merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, seperti diungkapkan oleh 

Mustopadjadja (2003) menyebutkan bahwa ada beberapa jenis indikator yang 

dapat digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisai yaitu sebagai 

berikut: 

1. Indikator masukan (input) yakni segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, dapat 

berupa dana sumber daya manusia (pegawai). Informasi kebijakan atau 

peraturan perundang-undangan dan sebagainya. 

2. Indikator proses yakni segala besaran yang menunjukkan upaya atau 

aktifitas yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi 

keluaran. 

3. Indikator keluaran (output) yakni segala sesuatu yang dihrapakan 

langsung dipakai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik msupun 

nonfisik. 
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4. Indikator hasil (outcome) yakni segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah ( efek langsung), basil 

nyata dari keluaran suatu kegiatan. 

5. Indikator manfaat (benefit) yakni segala sesuatu yang terkait dengan 

tujuan akhir dari pelaksanaan, menggambarkan manfaat yang diperoleh 

dari indikator basil, menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai 

bila keluaran dapat diselesaikan dan befungsi dengan optimal (tepat loksi 

dan waktu). 

6. Indikator dampak (impact) yakni pengaruh yang ditimbulkan baik positif 

maupun negatif dari manfaat yang diperoleh dari basil kegiatan, barn 

dapat diketahui dalam jangka waktu menegah atau jangka panjang. Ini 

menunjukkan dasar pemikiran dilakukannya kegiatan yang 

menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan 

secara sektoral, regional dan nasional.(William, 2004) 

2. Pengukuran Kinerja 

Untuk dapat mempelajari kinerja suatu organisasi, harus diketahui ukuran 

keberhasilan untuk menilai kinerja tersebut. Sehingga indikator atau ukuran 

kinerja itu tentunya hams dapat merefleksikan tujuan dan misi dari organisasi 

yang bersangkutan, karena itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

Keban (2004) berpendapat bahwa untuk mengukur kinerja organisasi publik 

dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu : pendekatan managerial dan 

pendekatan kebijakan. Dengan asumsi bahwa efektifitas dari tujuan organisasi 
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publik tergantung dari dua kegiatan pokok tersebut, yaitu : public management 

and policy (manajemen publik dan kebijakan). 

Cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan apakah 

suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau tidak. Lebih lanjut Keban 

menjelaskan bahwa ketepatan pengukuran seperti cara atau metode pengumpulan 

data untuk mengukur kinerja juga sangat menentukan penilaian akhir kinerja. 

Selim & Woodward (2004) mengatakan bahwa kinerja dapat diukur dari 

beberapa indikator antara lain workload/demand, economy, efficiency, 

effectiveness, dan equity. Lenvine (1990) mengusulkan tiga konsep yang bisa 

dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik/organisasi non bisnis 

yaitu:, Responsibility responsivitas dan accountability. Yang dimaksud 

responsivitas (responsiveness) disini adalah kemampuan organisasi untuk 

mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat 

yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik maka kinerja 

organisasi tersebut dinilai semakin baik. Responsibilitas (responsibility) disini 

menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan 

organisasi baik yang implisit atau eksplisit. Semakin kejelasan organisasi publik 

itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan dan 

kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya dinilai semakin baik. Akuntabilitas 

publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik 
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mempan 

(2) Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas 

sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal) 

2. Akuntabilitas 

Dilihat dari dimensi ini kinerja tidak bisa hanya dilihat dari ukuran 

internal organisasi, seperti pencapai target. Kinerja sebaliknya harus 

dilihat dari ukuran ekstemal seperti nilai dan norma masyarakat. 

Lembaga Administrasi Negara (2000) mengartikan Akuntabilitas adalah 

kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk 

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan 

hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki 

yang memihak pada kepentingan masyarakat, karena tujuan organisasi publik 

adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

1. Efektivitas 

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian 

efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan 

prosedur dad organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam 

pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal 

mengenai apa yang dimaksud dengan "Efektivitas ". Bagaimanapun definisi 

efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektifitas 

berasal dari kata dasar efektif yang artinya: 

(1) Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; 
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masyarakat".(Kurniawan, 2010) 

3. Konsep kinerja 

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). 

Kinerja adalah suatu kondisi yang harus diketahui dan di informasikan pada pihak 

tertentu untuk menentukan tingkat pencapaian hasil suatu kantor yang di 

identifikasi dengan visi yang disampaikan oleh organisasi untuk mengetahui 

konsekuensi buruk dari kebijakan operasional yang diambil. Dengan data pameran 

aspirasi publik pelayanan sesuai dan kebutuhan dengan 

hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. 

3. Responsibilitas 

Responsivitas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja 

pelayanan publik, secara sederhana dapat diartikan mau mendengarkan 

saran (Jhon M. Echols dan Hasan Shadely, 1992). Menurut pengertian 

ini terlihat adanya komunikasi dalam bentuk aspirasi atau kehendak 

dari satu pihak kepada pihak lain serta memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh komunikan. 

Agus Dwiyanto (1995) mengemukakan tentang pentingnya 

responsivitas dalam hubungannya dengan penilian kinerja yaitu : "Dalam 

kaitannya dengan penilaian kinerja pelayanan publik, responsivitas sangat 

diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bentuk 

kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun 

agenda, memperioritaskan pelayanan dan mengembangkan program-program 

15 



suatu kantor administrasi, dapat dilakukan langkah-langkah mendasar, misalnya 

membenahi pengaturan, memperbaiki latihan pokok dan pelaksanaan prinsip 

organisasi, bahan penyusunan, menentukan derajat ketercapaian suatu kantor 

untuk menyelesaikan suatu kegiatan, dan dan seterusnya (BPKP, 2000). 

Seperti yang diungkapkan oleh Mangkunegara (2007) bahwa istilah kinerja 

berasal dari kata job performance atau actual performance (pelaksanaan atau 

pencapaian pekerjaan nyata yang dilakukan oleh seorang individu), khususnya 

kualitas dan jumlah pekerjaan yang diselesaikan oleh seorang perwakilan dalam 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tugas yang 

dialokasikan kepadanya. Lebih lanjut Mangkunegara (2007) menyatakan bahwa 

pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua yaitu kinerja individu dan kinerja 

organisasi. 

Nawawsi (2004) menyatakan bahwa kinerja merupakan akibat dari 

pelaksanaan suatu tugas, baik fisik I materi maupun non fisik I non materi. 

Menurut Simanjuntak (2005) kinerja adalah tingkat pencapaian basil untuk 

pelaksanaan usaha tertentu. Simanjuntak juga mencirikan pelaksanaan tunggal 

sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari tujuan yang harus 

diselesaikan atau usaha yang harus dilakukan dalam waktu tertentu. 

Seperti yang dikatakan oleh Gibson, Ivancevich dan Donelly (2010) terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, khususnya: faktor tunggal 

yang meliputi kapasitas, kemampuan, pendidikan, latar belakang, demografi, asal­ 

usul dan jenis kelamin. Faktor psikologis meliputi persepsi, sikap, karakter, 
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secara keseluruhan. Dengan demikian, pembagian pelaksanaan dilakukan untuk 

untuk mengukur tingkat pencapaian atau kinerja fungsi, pekerjaan, dan kinerja 

Ukuran kinerja atau parameter performance adalah tindakan yang dilakukan 

organisasi yang efektif dan efisien.(Cahyani, 20 l 7) 

uppraisah pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu 

kinerja pegawai tersebut. Dessler (2007) penilaian kinerja (performance 

keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada pegawai tentang 

tugas penting untuk dilakukan seorang manajer atau pimpinan untuk memperbaiki 

operasionaJ kebijakan. Menurut Widodo (2014) penilaian kinerja adalah salah satu 

Jembaga/instansi, serta mengetahui dampak negatif serta positif dari suatu 

pihak tertentu untuk mengetahui keberhasilan dalarn mencapai visi 

merupakan keadaan yang terlaporkan, transparan, dan dikonfirmasi kepada pihak- 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 menyebutkan kinerja 

pemerintah dan hubungan industrial manajemen. 

3. Suprasarana yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan 

dan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai. 

2. Sarana pendukung, yaitu haJ yang berhubungan dengan lingkungan kerja 

sebagai kecerdasan emosional), dan kondisi fisik pegawai. 

pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental (dibaca 

I. Kualitas dan kemampuan pegawai, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan 

Widodo (2014) kinerja dipengaruhi oleh: 

kepemimpinan, penghargaan, konstruksi, dan rencana pekerjaan. 

pembelajaran, motivasi. Selain itu variabel organisasi mencakup sumber daya, 

J 
.. ti,' 
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mengetahui sejauh mana kapasitas tertentu atau bagian dari organisasi atau 

individu yang bekerja di dalamnya mencapai tujuan, baik tujuan umum maupun 

khusus, yang ditugaskan. Secara keseluruhan, kinerja di defenisikan sebagai 

tingkat pencapaian pekerjaan baik individu, kelompok, maupun organisasi. 

Silalahi (2004) adalah ungkapan kecakapan, kemahiran dan keahlian untuk 

meningkatkan produktivitas yang dapat diukur dan dinilai. Mediasi ini ditujukan 

untuk meningkatkan kemampuan, kapabilitas, dan penguasaan individu. 

Menurut Robbins (2006) penilaian terhadap kinerja masing- masing pegawai 

diukur dengan indikator adalah: 

1) Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan 

pegawai 

2) Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3) Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu 

yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

4) Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, 

uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan 

hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

5) Kemandirian. Merupakan tingkat seorang pegawai yang nantinya akan 

menjalankan fungsi kerjanya komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat 
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dimana pegawai mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung 

jawab karyawan terhadap kantor.(Wulandari, 2020) 

Mangkunegara (2007) faktor faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja 

adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motovasi (motivation). 

a. Faktor kemampuan (ability) Secara psikologis, kemampuan terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan relity (knowledge + skill ). 

Artinya, pemimpin dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata rata (IQ 

110-120) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari hari, maka akan lebih mudah mencapai 

kinerj a maksimal. 

b. Faktor motivasi (motivation) Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) 

pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan 

organisasinya. Mereka yang bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan 

menunjukan motivasi kerja yang tinggi dan sebaliknyajika mereka bersikap 

negatifterhadap situasi kerjanya maka akan menunjukan notivasi kerja yang 

rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, 

fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pemimpin, pola kepemimpinan dan 

kondisi kerja.(Fauzi, 2014) 

Goerge Polya (2012), memaparkan 4 tahapan dalam berpikir kritis yang 

disebut Heuristik. Heuristik adalah kemajuan umum yang mengarabkan pemecah 

masalah dalam menemukan jawaban untuk suatu masalah. Heuristik tidak 

memastikan pengaturan yang benar, namun hanya memandu dalam menemukan 
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jawaban dan tidak memerlukan kemajuan yang berurutan. Keempat tahapan 

tersebut adalah memahami masalah, menyusun pengaturan, melaksanakan 

pengaturan, dan memikirkan kembali. 

1. Memahami Masalah. Pelajar sering kali gagal dalam menangani masalah 

karena pada dasarnya mereka tidak memahami masalah yang mereka hadapi. 

Atau mungkin lagi ketika suatu masalah diberikan kepada seorang anak dan 

anak tersebut dapat dengan cepat menangani masalah tersebut secara efektif, 

namun masalah tersebut tidak dapat dianggap sebagai masalah. Untuk 

memiliki pilihan untuk memahami hal yang sulit yang harus dilakukan adalah 

memahami bahasa atau istilah yang digunakan dalam masalah tersebut, 

merinci apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, terlepas dari apakah data 

yang didapat memadai, kondisi I kondisi apa yang harus dipenuhi, nyatakan 

atau catat masalah dalam struktur yang Iebih operasional sehingga lebih 

mudah untuk diatasi. Kapasitas untuk menangani suatu masalah dapat 

diperoleh dengan menangani masalah tersebut secara rutin. Mengingat 

konsekuensi dari berbagai ujian, anak-anak yang rutin melakukan aktivitas 

berpikir kritis akan memiliki nilai tes berpikir kritis yang lebih tinggi 

daripada anak-anak yang jarang mengerjakan masalah berpikir kritis. Terlebih 

lagi, minat untuk menghadapi kesulitan dan kesiapan untuk menangani 

masalah adalah sumber utama dalam berpikir kritis. 

2. Merencanakan pemecahan. Memilih rencana berpikir kritis yang sesuai 

bergantung pada seberapa sering kita menangani masalah masa lalu. Semakin 

sering kita melakukan berpikir kritis berhasil, semakin sederhana contoh 
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berpikir kritis yang akan diperoleh. Untuk merancang pemikiran kritis, kita 

dapat mencari hasil potensial yang dapat terjadi atau meninjau masalah yang 

telah diselesaikan yang bersifat komparatif I contoh untuk masalah yang akan 

ditangani. Kemudian, gabungkan strategi puncak. 

3. Melaksanakan rencana. Perkembangan ini lebih sederhana daripada 

menyusun jawaban atas persoalan, Anda cukup menyelesaikan teknik yang 

telah dibuat dengan keteguhan dan ketelitian untuk mendapatkan jawaban. 

4. Melihat kembali. Gerakan dalam perkembangan ini adalah untuk memeriksa 

dan menilai apakah sistem yang dijalankan dan basil yang didapat sudah 

benar, terlepas dari apakah ada metodologi berbeda yang lebih layak, apakah 

teknik yang dibuat dapat digunakan untuk menangani masalah yang 

sebanding, atau apakah prosedurnya bisa diringkas. Ia bermaksud untuk 

membangun kepastian dan memperkuat pengalaman untuk mencoba isu-isu 

baru yang akan datang.(Fahruddin P., 2020) 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Gem dan Siegel (1998), kinerja karyawan mengacu pada prestasi 

kerja yang diukur berdasarkan standar yang ditetapkan perusahaan. Dengan tujuan 

akhir untuk meningkatkan pelaksanaan pekerja secara ideal dalam suatu 

perusahaan, terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat memengaruhi 

pelaksanaan yang representatif, diantaranya adalah: Strategi organisasional 

(kualitas tujuan jangka pendek dan jangka panjang), Batasan situasional (budaya 

organisasi dan kondisi ekonomi), dan Karakteristik tunggal (kapasitas dan 

kemampuan). 
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